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PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa
sehingga Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi dapat menyelesaikan dengan tepat waktu

Laporan Kinerja Triwulan I Balai KIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban anggaran yang akuntabel untuk
mencapai target kinerja yang ditetapkan. Landasan penyusunan laporan triwulan I ini adalah

Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025.

Kami berharap laporan kinerja triwulan I ini dapat bermanfaat sebagai sarana
akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk
peningkatan kinerja Balai KIPM Surabaya I. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh

pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Triwulan I Tahun 2025, Balai KIPM Surabaya [ mempunyai 3 Sasaran Kegiatan (SK)
; 15 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Balai KIPM
Surabaya I Tahun 2025.

Balai KIPM Surabaya I telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang akan ditetapkan
dalam satu tahun masa anggaran antara Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan pada tanggal 13 Februari 2025.

Target kinerja Balai KIPM Surabaya I pada Tahun 2025 secara keseluruhan tercapai.

Uraian target kinerja berdasarkan aplikasi https://kinerjaku.kkp.go.id tersebut dapat dilihat

pada matriks berikut ini :

NG | INDIKATORKINERJIA | ¢\ riian POLA FREKUENSI TARGET TARGET
UTAMA HITUNG PERHITUNGAN TWI T™WII TW I TW IV 2025
Persentase hasil
kelautan dan perikanan
sektor produksi primer Nilai
1 | Yang memenuhi | oo centase | Posisi Triwulan 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 70,00
standar mutu  dan Akhir
keamanan pangan
lingkup UPT Balai
KIPM Surabaya |
Persentase hasil
kelautan dan perikanan
sektor produksi pasca Nilai
o | panen yang memenuhi | oo oopiace | Posisi Triwulan 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 70,00
standar mutu  dan Akhir
keamanan pangan
lingkup UPT Balai
KIPM Surabaya |
Lokasi Pengawasan
Mutu Hasil Perikanan Nilai
3 sektor produksi pasca lokasi Posisi Semester 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00
panen lingkup UPT Akhir
Balai KIPM Surabaya |
Rasio ekspor ikan dan
hasil perikanan yang Nilai
4 | diterima oleh negara | o o iace | posisi Triwulan 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 99,00
tujuan ekspor lingkup Akhir
UPT Balai KIPM
Surabaya |
Nilai kualitas
penerapan sistem Nilai
5 [ manajemen - mutu Nilai Posisi Triwulan 000 | 000 | 000 | 7500 | 75,00
laboratorium  lingkup AKhir
UPT Balai KIPM
Surabaya |
Nilai kualitas
penerapan sistem Nilai
g | Mmanajemen . mutu Nilai Posisi Triwulan 000 | 000 | 000 | 7500 | 75,00
lembaga inspeksi Akhir
lingkup UPT Balai
KIPM Surabaya |
Indikator kinerja Nilai
7 z‘f!;'f)a”ﬁﬁgkﬁgggargg Nilai Zci)(sr]igi Semester 0,00 | 8500 | 000 | 9200 | 9200
Balai KIPM Surabaya | r



https://kinerjaku.kkp.go.id/

Nilai
Perencanaan

Anggaran lingkup UPT
Balai KIPM Surabaya |

Kinerja

Nilai

Nilai
Posisi
Akhir

Tahun

0,00

0,00 0,00

71,50

71,50

Presentase
Penyelesaian Temuan
BPK lingkup UPT Balai
KIPM Surabaya |

Persentase

Nilai
Posisi
Akhir

Tahun

0,00

0,00 0,00

100,00

100,00

10

Indeks Profesionalitas
ASN lingkup UPT Balai
KIPM Surabaya |

Indeks

Nilai
Posisi
Akhir

Semester

0,00

81,00 0,00

87,00

87,00

11

Nilai penilaian mandiri
SAKIP lingkup UPT
Balai KIPM Surabaya |

Nilai

Nilai
Posisi
Akhir

Tahun

0,00

0,00 0,00

86,00

86,00

12

Persentase
rekomendasi
pengawasan
dimanfaatkan
perbaikan
lingkup  UPT
KIPM Surabaya |

hasil
yang
untuk
kinerja
Balai

Persentase

Nilai
Posisi
Akhir

Triwulan

85,00

85,00 | 85,00

85,00

85,00

13

Persentase  rencana
umum pengadaan PBJ
yang diumumkan pada
SIRUP lingkup UPT
Balai KIPM Surabaya |

Persentase

Nilai
Posisi
Akhir

Triwulan

76,00

76,00 | 76,00

76,00

76,00

14

Nilai  minimal yang
dipersyaratkan  untuk
pembangunan unit
kerja berpredikat
Menuju Wilayah Bebas
dari  Korupsi lingkup
UPT Balai KIPM
Surabaya |

Nilai

Nilai
Posisi
Akhir

Tahun

0,00

0,00 0,00

75,00

75,00

15

Survey
Masyarakat
UPTBalai
Surabaya |

Kepuasan
lingkup
KIPM

Nilai

Nilai
Posisi
Akhir

Triwulan

88,00

88,00 | 88,00

88,00

88,00

Tabel 1 : Target Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025

NO

INDIKATOR KINERJA
UTAMA

SATUAN

POLA
HITUNG

FREKUENSI
PERHITUNGAN

TW I

TARGET

CAPAIAN

Persentase hasil kelautan
dan perikanan sektor
produksi primer yang
memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan lingkup

UPT Balai KIPM Surabaya |

Persentase

Nilai Posisi
Akhir

Triwulan

70,00

91,60

Persentase hasil kelautan
dan perikanan sektor
produksi pasca panen yang
memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan lingkup
UPT Balai KIPM Surabaya |

Persentase

Nilai Posisi
Akhir

Triwulan

70,00

92,60

Lokasi Pengawasan Mutu
Hasil Perikanan sektor
produksi pasca panen lingkup
UPT Balai KIPM Surabaya |

lokasi

Nilai Posisi
Akhir

Semester

0,00

0,00

Rasio ekspor ikan dan hasil
perikanan yang diterima oleh
negara tujuan ekspor lingkup
UPT Balai KIPM Surabaya |

Persentase

Nilai Posisi
Akhir

Triwulan

99,00

100,00

Nilai  kualitas  penerapan
sistem manajemen  mutu
laboratorium  lingkup  UPT
Balai KIPM Surabaya |

Nilai

Nilai Posisi
Akhir

Triwulan

0,00

Vi




Nilai  kualitas  penerapan
6 sistem manajemen mutu Nilai Nilai Pc_JS|5| Triwulan 0,00 0,00
lembaga inspeksi lingkup Akhir
UPT Balai KIPM Surabaya |
Indikator kinerja pelaksanaan . -
; o Nilai Posisi
7 anggaran (IKPA) lingkup UPT Nilai Akhir Semester 0,00 0,00
Balai KIPM Surabaya |
Nilai Kinerja Perencanaan Nilai Posisi
8 Anggaran lingkup UPT Balai Nilai Akhir Tahun 0,00 0,00
KIPM Surabaya |
Presentase Penyelesaian Nilai Posisi
9 Temuan BPK lingkup UPT | Persentase Akhir Tahun 0,00 0,00
Balai KIPM Surabaya |
Indeks Profesionalitas ASN Nilai Posisi
10 | lingkup UPT Balai KIPM Indeks : Semester 0,00 0,00
Akhir
Surabaya |
Nilai penilaian mandiri SAKIP Nilai Posisi
11 | lingkup UPT Balai KIPM Nilai ; Tahun 0,00 0,00
Akhir
Surabaya |
Persentase rekomendasi
hgsn pengawasan  yang Nilai Posisi _
12 | dimanfaatkan untuk | Persentase Akhir Triwulan 85,00 100,00
perbaikan kinerja lingkup UPT
Balai KIPM Surabaya |
Persentase rencana umum
pengadaan PBJ yang Nilai Posisi
13 | diumumkan pada SIRUP | Persentase Akhir Triwulan 76,00 100,00
lingkup UPT Balai KIPM
Surabaya |
Nilai minimal yang
dipersyaratkan untuk
pembangunan unit  Kkerja . Nilai Posisi
14 | berpredikat Menuju Wilayah Nilai Akhir Tahun 0,00 0,00
Bebas dari Korupsi lingkup
UPT Balai KIPM Surabaya |
Survey Kepuasan Nilai Posisi
15 | Masyarakat lingkup UPTBalai Nilai . Triwulan 88,00 89,43
Akhir
KIPM Surabaya |

Tabel 2 : Target dan Capaian Kinerja TW I Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa seluruh target IKK maupun IKU di Balai
KIPM Surabaya I Tahun 2025 telah berhasil dicapai. Dari 15 IKU yang targetnya telah ditetapkan
sesuai PK Tahun 2025, secara keseluruhan pencapaiannya memenuhi bahkan melebihi target.
Keberhasilan pencapaian tersebut akan diupayakan untuk dipertahankan serta terus
ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025 ini diharapkan
dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas
dan fungsi Balai KIPM Surabaya I, target kinerja yang akan dicapai serta capaian kinerja yang
sudah dilaksanakan selama tahun 2025. Hal ini akan menjadi tolak ukur serta umpan balik dalam
rangka peningkatan kinerja Balai KIPM Surabaya I pada periode-periode selanjutnya.

Realisasi Kinerja Keuangan Balai KIPM Surabaya I Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp.
5.006.196.066,- atau 21,03% dari Pagu Anggaran senilai Rp. 23.801.197.000,-. Rendahnya

capaian realisasi keuangan tersebut akibat adanya blokir anggaran dalam rangka efisiensi belanja

Vii




negara sesuai Insturksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Balai KIPM Surabaya [ mendapatkan nilai
blokir senilai Rp. 3.845.771.000,- atau sebesar 16,15% terhadap pagu anggaran.

Hal tersebut cukup berdampak pada kinerja pelaksanaan anggaran, mengingat blokir dilakukan
pada anggaran kegiatan perjalanan dinas, kegiatan operasional perkantoran dan kegiatan non-

operasional yang merupakan target efisiensi belanja negara.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengara negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan
kinerja.

Dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2025, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomar 60 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan 2016 serta Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor. 54/PERMEN- KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu
dan keamanan hasil perikanan.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM
Surabaya I dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2025 untuk mencapai visi dan
misi Balai KIPM Surabaya I. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu
peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Surabaya I serta sarana
untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM
Surabaya .

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga
merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.




1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja merupakan proses pemantauan pelaksanaan kinerja dilingkungan
Balai KIPM Surabaya I pada setiap triwulan yang bertujuan untuk memastikan dan
mengendalikan keserasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan
tujuan dan sasaran yang tertuang dalam visi dan misi Balai KIPM Surabaya I yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pemantauan atas kinerja dan program dilaksanakan secara
berkelanjutan dan berkala secara periodik. Dengan demikian, proses pelaksanaan program
dan kegiatan tetap dapat berjalan baik sesuai rencana ataupun dapat diambil suatu
tindakan perbaikan untuk mengatasi adanya penyimpangan yang terjadi terhadap capaian

kinerja.

1.3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Sesuai Kepmen KP No. 43 Tahun 2023 tentang Susunan organisasi
Balai KIPM Surabaya |, terdiri atas:
1. Tim Kerja Pengendalian Kesehatan lkan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Tim Kerja Pengawasan Kesehatan lkan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
3. Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan lkan, Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan; dan

4. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Surabaya I sesuai dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Kabupaten Sidoarjo
2. Kota Batu 3. Kabupaten Kediri 4. Kabupaten Pasuruan 5. Kabupaten Lumajang 6.
Kabupaten Probolinggo 7. Kabupaten Trenggalek 8. Kota Probolinggo 9. Kota Pasuruan 10.
Kota Kediri 11. Kabupaten Nganjuk 12. Kabupaten Ngawi 13. Kabupaten Pacitan 14. Kota
Madiun 15. Kota Malang 16. Kabupaten Magetan 17. Kabupaten Ponorogo 18. Kabupaten
Bondowoso 19. Kabupaten Madiun 20. Kabupaten Malang 21. Kabupaten Tulungagung 22.
Kota Blitar 23. Kabupaten Blitar 24. Kabupaten Banyuwangi 25. Kabupaten Situbondo 26.

Kabupaten Jember.




1.4. STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai KIPM
Surabaya I dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan
melalui Sasaran Kegiatan Balai KIPM Surabaya I tahun 2025 adalah sebagai berikut :
Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan
mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan
ditangkap sampai diekspor kenegara tujuan. Penjaminan ketertelusuran (traceability)
produk, sehingga apabila terjadi masalah / penolakan mudah untuk menelusuri dan
mengambil tindakan perbaikan.

Upaya menjamin keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan
melalui kegiatan Sertifikasi Cara penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Suplier, melakukan
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI),
melakukan inspeksi pada UPI yang menerapkan sistem traceability, dan melakukan
surveilen pada UPI terhadap konsistensi penerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan
hasil perikanan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan
ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil kelautan dan perikanan yang Kkonsisten
sesuai standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan
pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui
peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas terhadap
pelayanan yang diberikan, menindaklanjuti setiap keluhan maupun permasalahan yang
dihadapi pelaku usaha, melakukan verifikasi pengendalian sistem jaminan mutu di bidang
budidaya dan penangkapan.

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel

dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui

penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi

sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.




1.5. SISTEMATIKA DAN PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian laporan kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024

merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

a)

b)

d)

Bab I - Pendahuluan,

menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi;

Bab II - Perencanaan Kinerja,

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

Bab III - Akuntabilitas Kinerja,

menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV - Penutup,

menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
Lampiran-lampiran,

memuat Penetapan Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2021 dan hal-hal lainnya.




BAB Nl
PERENCANAAN DAN
PERJAN]JIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan visi KKP 2020- 2024 adalah
mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari
tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap
indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis . Dengan demikian, setiap
tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategi adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran strategi organisasi
dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan
perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target
kinerja yang akan dicapai Balai KIPM Surabaya [ pada Tahun 2025, sebagaimana tertuang
dalam Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas
akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta




Kinerja di Lingkungan BKIPM - KKP.

Keputusan Kepala BKIPM Nomor: 62/KEP-BKIPM/2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya [ Tahun 2024 diuraikan seperti pada

Tabel 3 berikut ini :
SASARAN KEGIATAN NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAZESSET
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
1 yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup 70,00
UPT Balai KIPM Surabaya | (%)
Terselenggaranya Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca
Pengendalian dan 2 panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan 70,00
Pengawasan Mutu Hasil lingkup UPT Balai KIPM Surabaya | (%)
Kelautan Perikanan - - - -
3 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca 100
panen lingkup UPT Balai KIPM Surabaya | (lokasi) '
4 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara 99.00
tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya | (%) '
Terselenggaranya 5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium 75 00
Pengendalian sistem lingkup UPT Balai KIPM Surabaya | (Nilai) ’
jaminan mutu dan
keamanan hasil kelautan 6 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga 75.00
dan perikanan yang inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya | (Nilai) '
konsisten sesuai standar
7 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT 9200
Balai KIPM Surabaya | (Nilai) '
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM
8 L 71,50
Surabaya | (Nilai)
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM
9 100,00
Surabaya | (%)
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya |
) 10 87,00
Tata Kelola Pemerintahan (Indeks)
yang efektif, lincah dan Hai A L ) }
akuntabel dalam bidang 1 :\l(l:\ell;lgi;:nllalan mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya 86,00
Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil 12 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan 85.00
Kelautan dan Perikanan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya | (%) !
13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan 76.00
pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya | (%) '
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja
14 berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT 75,00
Balai KIPM Surabaya | (Nilai)
15 Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPTBalai KIPM Surabaya 88,00

I (Nilai)

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Tahun 2024
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Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan
1 | Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

Jumlah Anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp 23.801.197.000, -

22.954.197.000

2 | Manajemen Mutu

197.000.000

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan

650.000.000

Total Anggaran Balai KIPM Surabaya | Tahun 2025

23.801.197.000

Tabel 4. Anggaran Kegiatan Balai KIPM Surabaya I Tahun Anggaran 2025

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui

serangkaian

penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan

membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU.

Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang

berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.
Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:
1. Angka maksimum adalah 120;

2. Angka minimum adalah <50;

3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda,

sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih

tinggi dari target, dengan formula:

Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang

lebih kecil dari target, dengan formula :

Indeks Capaian IKU = {1 + (1 - Realisasi/Target)} x 100%




/ y . 4 c. Polarisasi Stabilize

sl Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang
y /4
o berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.
4 4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna Keterangan
nilai 110 - 120

nilai 90 - <110

Cukup nilai 70 - <90
Kurang nilai 50 - <70

Sangat Kurang untuk nilai <50

Belum ada penilaian

Gambar 1. Status indeks capaian IKU




3.1. CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS

BAB IH

KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I pada Triwulan [ Tahun 2025 sudah cukup

baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

sebesar 113,39% (Istimewa). NPSS merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi

secara keseluruhan.

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2025 seperti pada

Gambar berikut ini :

1014000000 - BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL... ~

Capaian Kinerja IKU

™1 ™2 sid TW2
Skor Capaian Wl 0,00 0,00
113,38
Q
Skor Verifikasi Wil 0,00 0,00
113,39
Q

s/d TW3

Warna

Istimewa

Cukup

0,00 Kurang

Sangat Kurang

g

2025 -

Keterangan

nilai 110 - 120

nilai 90 - <110

nilai 70 - <90

Belum ada penilaian

Gambar 2 : Dashboard NPSS Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

nilai 50 - <70

untuk nilai <50

Analisis mendalam (Elaborasi) capaian kinerja Balai KIPM Surabaya [ berdasarkan

sasaran kegiatan secara lebih detil menurut indikator kinerjanya serta dibandingkan

dengan target triwulan dan tahunan dijelaskan sebagai berikut :

lingkup UPT Balai KIPM Surabaya |

TW I
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN Hllj'IPl}l\?G PEEEFFLLJJIIE\JI\(IBSAIN
TARGET | CAPAIAN
Persentase hasil kelautan dan perikanan
1 sektor produksi primer yang memenuhi Persentase Nilai PQSISI Triwulan 70,00 91,60
standar mutu dan keamanan pangan Akhir




Persentase hasil kelautan dan perikanan
sektor produksi pasca panen yang Nilai Posisi

2 memenuhi standar mutu dan keamanan | Persentase Akhir Triwulan 70,00 92,60
pangan lingkup UPT Balai KIPM
Surabaya |
Lokasi Pengawasan  Mutu Hasil Nilai Posisi

3 Perikanan sektor produksi pasca panen lokasi Akhir Semester 0,00 0,00
lingkup UPT Balai KIPM Surabaya |
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan Nilai Posisi

4 yang diterima oleh negara tujuan ekspor | Persentase Akhir Triwulan 99,00 100,00
lingkup UPT Balai KIPM Surabaya |
Nilai kualitas penerapan sistem Nilai Posisi

5 manajemen mutu laboratorium lingkup Nilai Akhir Triwulan 0,00 0,00
UPT Balai KIPM Surabaya |
Nilai kualitas penerapan sistem Nilai Posisi

6 manajemen mutu lembaga inspeksi Nilai Akhir Triwulan 0,00 0,00
lingkup UPT Balai KIPM Surabaya |
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Nilai Posisi

7 (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya Nilai Akhir Semester 0,00 0,00
|
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran - Nilai Posisi

8 lingkup UPT Balai KIPM Surabaya | Nilai Akhir Tahun 0,00 0,00
Presentase Penyelesaian Temuan BPK Nilai Posisi

9 lingkup UPT Balai KIPM Surabaya | Persentase Akhir Tahun 0,00 0,00
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Nilai Posisi

10 Balai KIPM Surabaya | Indeks Akhir Semester 0,00 0.00
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT . Nilai Posisi

1 Balai KIPM Surabaya | Nilai Akhir Tahun 0,00 0,00
Persentase rekomendasi hasil
pengawasan yang dimanfaatkan untuk Nilai Posisi .

12 perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Persentase Akhir Triwulan 85,00 100,00
Surabaya |
Persentase rencana umum pengadaan Nilai Posisi

13 | PBJ yang diumumkan pada SIRUP | Persentase AKhir Triwulan 76,00 100,00
lingkup UPT Balai KIPM Surabaya |
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk
pembangunan unit kerja berpredikat . Nilai Posisi

14 Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Nilai Akhir Tahun 0,00 0,00
lingkup UPT Balai KIPM Surabaya |
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup . Nilai Posisi .

15 | UPTBalai KIPM Surabaya | Nilai Akhir Triwulan 88,00 89,43

Tabel 5. Capaian Kinerja Balai KIPM Surabaya I Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa seluruh target IKK maupun IKU di
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Balai KIPM Surabaya I Triwulan I Tahun 2024 telah berhasil dicapai. Dari 15 IKU yang

targetnya telah ditetapkan sesuai PK, secara keseluruhan pencapaiannya memenuhi
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bahkan melebihi target. Keberhasilan pencapaian tersebut akan diupayakan untuk
dipertahankan serta terus ditingkatkan di tahun yang akan datang.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan
Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan adalah (1). Persentase hasil
kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (2). Persentase hasil kelautan dan
perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan
pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (3). Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (4). Rasio ekspor ikan dan
hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya
L.

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang

memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai
KIPM Surabaya I

Definisi :

e Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu
dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau
jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan
budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi
CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang
ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

e Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya
pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra
produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan
perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan
Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

e Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada
pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi
penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

e Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
1. Standar Nasional Indonesia (SNI)

2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri

sesuai ketentuan yang berlaku

11




e Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem

0SS maupun secara manual.

Formula:

[ %X = W}ﬂom/@ J

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan
keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapakn CPIB Kapal

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C= Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D= Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi
jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT

SK1.1 | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
K01 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)

TAHUN 2025
REALISASI TW. I )
Target Capaian % Capaian thd
T t
2025 | W rwia s
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan | TW.I
- - - - 100 70 70 91.60 70 130,86

Tabel 6: Capaian IKK 01 Triwulan I Tahun 2025
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Rincian capaian IKK adalah sebagai berikut :

. SE¥TiiRat tevder
1. Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIE = E e
Fermo ROnan VaRE icnERap

=— xfiNEa
4

= 73%

i Seriifikat tevbar
2. Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPOIB = x IO

FEFHGRORON VAT ICRERTR

=? XL
= 100%

. Sertifikar terbir
3. Persentase Unit Usaha yang menerapkan CDOIE = rio%e
Fermofondn Vang lengkap

:T ¥ LED
= 1080%

Pada akhir Triwulan [ 2025 terealisasi 91.6% dari permohonan sertifikasi sektor
produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT dan
telah terbit 5 sertifikat sektor produksi primer.

Pada Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi 5 sertifikat sektor produksi primer
atau persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT mencapai 91.6% yang meliputi Sertifikasi
CBIB, CPOIB, dan CDOIB. Untuk sertifikasi CBIB tidak tercapai 100% karena 1 unit budidaya
dari pemohon dalam siklus pengeringan yang tidak memungkinkan dilaksanakan kegiatan
inspeksi.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut serta pencapaian
keberhasilan indikator kinerja ini antara lain :

1. Kegiatan CDOIB
Melaksanakan inspeksi Cara Distribusi Obat Ikan yang baik (CDOIB) pada PT. Bina
San Prima di Jember pada tanggal 20 Maret 2025.
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3. Kegiatan CBIB
+¢+ Sebagai syarat Sertifikasi BPPMHKP SURABAYA I melakukan kegiatan Inspeksi
Penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) Pada tgl 23 Juni 2025 di unit
farm Bpk. Farisandy Alfian pembudidaya Ikan Lele Jumbo di Kedungaron, Gajah
Bendo Kec. Beji- PASURUAN. Serta berKoordinasi dengan Dinas Perikanan kab.
Pasuruan setempat terkait Sertifikasi CBIB yang bertujuan untuk memastikan
bahwa produk perikanan budidaya aman dikonsumsi, berkualitas baik, dan

diproduksi secara berkelanjutan.
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+» BPPMHKP SURABAYA I melakukan kegiatan Inspeksi Penerapan Cara Budidaya
Ikan Yang Baik (CBIB) pada tanggal 16 Juni 2025 di Tambak Liojunijati di Desa
Bomo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi Jawa Timur. Secara umum, tambak
Liojunijati sudah berusaha maksimal untuk menerapkan SOP2x yang sudah
dimiliki & permen Kp Nomor 10 tahun 2021, SNI 8228.1:2015 Tentang cara
budidaya ikan yg baik bagian 1 : Udang. namun pada saat Inspeksi masih di
temukan beberapa ketidaksesuaian sebanyak 11 temuan, dg kategori Mayor

sebanyak 2 temuan dan Minor sebanyak 9 temuan. Pada saat pembacaan

temuan, perwakilan manajemen tambak berkomitmen akan segera y

memperbaiki semua temuan tersebut agar proses penerbitan sertifikat CBIB yV/ |

bisa berjalan dengan lancar. e
V/ 4

A
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Keberhasilan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tidak lepas
dari peran serta BPPMHKP Surabaya I dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem
manajemen mutu yang ada di unit produksi primer, baik itu di bidang perikanan budidaya,

maupun di bidang perikanan tangkap.

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT
Balai KIPM Surabaya I

Definisi :
* Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar

Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau

jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: y
PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan -
standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. y/ 4

* Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya 47

|
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pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra
produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan
yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan ‘

Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan.

* Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan
setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai,
menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi
Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

e Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);

2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);

3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri
sesuai ketentuan yang berlaku.

* Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang
lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang
berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Formula:

%X = ‘%x100%

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan
menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

*) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi

jaminan mutu sektor pasca panen yg ada UPT
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Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang
IK 02 | memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

(%)
TAHUN 2025
REALISASI TW. 1 )
Target Capaian % Capaian thd
T
2025 | ™| 1w arget
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan | TW.I
- - - - 121,11 70 70 92.60 132.29 | 132.29

Tabel 7: Capaian IKK 02 Triwulan I Tahun 2025

Rincian capaian IKK adalah sebagai berikut :

Pada periode Triwulan I Tahun 2025 tercapai realisasi sertifikasi SKP sebanyak
153 produk dengan target 160 produk dan sertifikasi HACCP terealisasi Sertifikat HACCP
sebanyak 112 produk dengan target 125 produk, jadi persentase sertifikasi sektor pasca

panen Triwulan I tahun 2025 adalah:

HACCP= == X1009% = 89,6%
SKP = % X100% = 95,6%

9y = ““*'-"zﬂxmﬂ%: 92,6% J

Sesuai Formula Perhitungan bahwa pada akhir Triwulan I Tahun 2025 sektor
produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT

Balai KIPM Surabaya I telah tercapai 92,6%.

Yang menjadi akar masalah pada IKK ini adalah ada kekuatiran sertifikasi pasca
panen tidak sesuai dengan target yang diperintahkan kepada Balai KIPM Surabaya I
karena pengajuan sertifikasi berasal dari Pelaku Usaha.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya yaitu melakukan sertifikasi sektor
Pasca Panen sesuai regulasi dan selalu memantau antara target dan realisasi sertifikasi agar

tercapai sesuai Perjanjian Kinerja (PK).
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Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator Persentase

Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu

dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I antara lain :

1
2
3.
4

Verifikasi Permohonan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan

Inspeksi Penerapan HACCP dan Verifikasi Perbaikan hasil Inspeksi di UPI
Inspeksi dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan HACCP di Supplier
Pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen di sentra pangan
sehat

Surveilan Penerapan HACCP dan Pengambilan Contoh dalam rangka Penerbitan
SMKHP/HC

Keberhasilan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tidak

lepas dari peran serta BPPMHKP Surabaya I dalam melakukan pengendalian dan

pengawasan mutu yang ada di unit pengolahan ikan, unit pemasok atau supplier, sentra

pangan sehat serta dalam penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan
(SMKHP).

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini yaitu

kegiatan Sosialisasi Penerapan HACCP di Supplier 2025 pada tanggal 19 Juni 2025 di

BPPMHKP Surabaya I. Berikut dokumentasi kegiatan dimaksud :




Definisi :

Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen
lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

* Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dilakukan sebagai

implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat.

* Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini adalah Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi

dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk

ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik.

* Bentuk pengawasannya adalah penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel

produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan

berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan.

Cara pengukuran :

[ Menghitung jumlah kab/kota yang menjadi lokasi pengawasan mutu dan ]

keamanan hasil perikanan domestik

SK1.1 | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
K03 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup
UPT Balai KIPM Surabaya I (lokasi)
TAHUN 2025
REALISASI TW. 1 :
Target Capaian % Capaian thd
T t
2025 | "W rw =
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan | TW.I
- - - - - 1 0 0 0% 0

Tabel 8: Capaian IKK 03 Triwulan I Tahun 2025

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara

tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor

merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi

(jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan

terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh
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negara tujuan ekspor). Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenubhi
persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh
negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan
memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa
ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk
konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi
persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan

Perikanan.

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B =Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

(Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan)

SK1.1 | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
IK 04 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor
lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)
TAHUN 2025
REALISASI TW. I 3
Target Capaian % Capaian thd
T t
2025 | "W rwa e
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan | TW.I
- - - - - 99 99 100 101.01 101.01

Tabel 9: Capaian IKK 04 Triwulan I Tahun 2025

Pada Tahun 2025 telah terealisasi penerbitan HC/SMKHP sebanyak 4.616
sertifikat, sedangkan SMKHP/HC yang tertolak dari negara tujuan ekspor negara mitra
tidak ada.

Rekomendasi rencana aksi pada triwulan berikutnya adalah dengan melakukan
sertifikasi sektor Pasca Panen sesuai regulasi dan selalu memantau antara target dan
realisasi sertifikasi agar tercapai sesuai Perjanjian Kinerja (PK).

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja “Rasio
ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai

KIPM Surabaya I (%) ini yaitu :
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1. Dalam rangka penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)
ekspor melalui system aplikasi online “SIAPMUTU” guna pemenuhan Persyaratan

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan No.33/PERMEN-KP/2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Wilayah
Negara Republik Indonesia, Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melakukan sosialisasi secara virtual yang

dilaksanakan pada tanggal 11-12 Februari 2025.

KKP
22=

EKONQMI BIRU v
«~ INDONESIA EMAS

Sosialisasi Aplikasi Siap Mutu
dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh
256 pelaku usaha ekspor produk perikanan

lingkup Jawa Timur dan Jawa Tengah dan

Jawa Timur, Jawa Tengah, dan NTB
BADAN MUTU KKP JAWA TIMUR

CeNerey . ’ B>
(/)
are€) BerAKHLAK 20 BorAKHLAK : m o o Spenhhjeara et

2. Dalamrangka rencana peluncuran aplikasi SiapMutu untuk penerbitan Sertifikat Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP), dilakukan kegiatan piloting dengan satu
siklus uji coba secara daring dalam kegiatan “Uji coba Aplikasi SiapMutu” yang akan
diselenggarakan pada tanggal 18-19 Februari 2025.
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Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup
UPT Balai KIPM Surabaya I

Definisi :

* ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan
laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan
formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar
saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar
negeri

* Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di
laboratorium official control

* Penerapan Sistem Manajemen Mutu [SO 17025 yang dinilai melingkupi:

Ruang Lingkup;

Acuan Normatif;

Persyaratan Umum;

Persyaratan Struktural;

Persyaratan Sumber Daya;

Persyaratan Proses;

N o ok w e

Persyaratan Sistem Manajemen

h

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan

Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam
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mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC
17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap
kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa
laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem
manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam
penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan
laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan
formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling
pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi
yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa
Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai

dengan standar yang ditetapkan.

X1 +x2+x3+-+x,
n

X=

Rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17025 yang terverifikasi

X = Rata rata
X1 +x, + x3 + -+ x, = Nilai tingkat pemenuhanke-1,2,3,.,n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan
SK2.1 . : .

dan perikanan yang konsisten sesuai standar
IK 05 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai

KIPM Surabaya I (Nilai)

TAHUN 2025
REALISASI TW. I % Capaian thd
Tza(;'ggt TW. 1 C?\)/;la[m Target
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ’ Tahunan | TW.I
- - - - - 75 0 0 0% 0

Tabel 10: Capaian IKK 05 Triwulan I Tahun 2025
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Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Definisi : '

* [ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi

yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan
bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan
akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

* Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan
sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).

* Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:
1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses

5. Persyaratan Sistem Manajemen

Cara Pengukuran :
X1 t+x2+x3+-+x,
n

X =

Rata — rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

X = Rata rata

Nilai tingkat pemenuhanke - 1,2, 3, ., n

xl+xZ +X3+"'+xn

n Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan
SK2.2 . . )

dan perikanan yang konsisten sesuai standar
K06 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT

Balai KIPM Surabaya I (Nilai)

TAHUN 2025
REALISASI TW. I . caon % Capaian thd
arge | | Copaian | g
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ’ Tahunan | TW.I
- - - - - 75 0 0 0% 0

Tabel 11: Capaian IKK 06 Triwulan I Tahun 2025
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Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah (1). Indikator kinerja
pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya; (2). Nilai Kinerja
Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya [; (3). Presentase Penyelesaian
Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (4). Indeks Profesionalitas ASN lingkup
UPT Balai KIPM Surabaya I; (5). Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM
Surabaya [; (6). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (7). Persentase rencana umum
pengadaan PBJ] yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I; (8). Nilai
minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya [; (9). Survey Kepuasan Masyarakat
lingkup UPTBalai KIPM Surabaya I.

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT

Balai KIPM Surabaya I

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja
Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan,
efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan
kepatuhan terhadap regulasi.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output lingkup Balai KIPM
Surabaya I didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung
IKPA dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.
195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi
kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja
menggunakan IKPA.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan suatu
ukuran kuantitatif yang mencerminkan aspek teknis dan administratif dan tata
kelola pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satker K/L. IKPA dapat
dijadikan alat managerial untuk mendukung ketercapaian output (output
delivery) atas penggunaan anggaran pemerintah secara tepat waktu dan tepat
sasaran. Pengukuran capaian IKPA dilakukan atas penilaian dari berbagai

aspek yaitu :
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a.

Revisi DIPA

Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam
kewenangan pagu tetap (tidak masukadalahrevisi dalam kewenangan
pagu berubah dan revisi administratif);

Frekuensirevisi hanya diperkenankan 1 kali dalam rentang triwulanan.
Apabila dalam satu triwulan akan ada 2 kali revisi, maka revisi yang

kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Revisi DIPA, antara lain:

e Untuk mempertahankan capaian ini, maka Balai KIPM Surabaya I berusaha sangat

selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap)

serta mengupayakan frekuensi revisi sebanyak 1 kali dalam 1 Triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

a.

b.

Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan
sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang
dilakukan pada suatusatker;

Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting
untuk menjaga likuiditas Kas;

Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan
anggaran atas suatu DIPA;

Keakuratan Deviasi Halaman IIl pada IKPA dihitung untuk rencana yang

dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Deviasi Halaman III DIPA, antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, Balai KIPM Surabaya I
melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan
mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb
pada triwulan berjalan,

Lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya serta
menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan

secara internal di Balai KIPM Surabaya I.

3. Pengelolaan UP

d.

SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas
penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran;

Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak
termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah);

Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat
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segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi

anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengelolaan UP, antara lain:

e Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D U/GUP terakhir paling
lambat dalam rentang 30 hari kalender dan tidak menambah frekuensi SPM GUP
yang terlambat.

LPJ Bendahara

a. LP] Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggung
jawaban atas uang yang dikelolanya;

b. LPJdibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10
adalah hari libur kepada KPPN;

Penyampaian LP] dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT,

danterhitung sejak Satker pertama kali melalukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek LP] Bendahara, antara lain:

e Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LP]
sebelum tanggal 10 bulan berikutnya serta memastikan data LP] telah
terverifikasi oleh KPPN pada aplikasi SPRINT.

Penyampaian Data Kontrak

a. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai
diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan
Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah;

b. ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal
tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di
KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyampaian Data Kontrak,

antara lain:

e Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian data
kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi
kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

Penyelesaian Tagihan

a. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian
tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang
ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp
200 Juta);
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b. Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat- lambatnya
selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM
tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyelesaian Tagihan, antara

lain:

e Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyelesaian tagihan
kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah
BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM nya ke KPPN,

e Lebih teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk
tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Penyerapan Anggaran

a. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara
proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan II

(15%), Triwulan 111 (40%),(60%),dan(90%).

b. Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana
paguanggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Penyerapan Anggaran, antara

lain:

e Senantiasa memperhatikan progress penyerapan anggaran secara proporsional
dari pagu DIPA efektif,

e Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal,
tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

Retur SP2D

a. Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D
total yang telah terbit.

b. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Retur SP2D, antara lain:

e Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM
terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank pihak
ketiga/penerima pembayaran,

e Aktir berkoordinasi dengan KPPN tidak lebih dari 7 hari kerja untuk melakukan
penyelesaian apabila terjadi retur SP2D.

Perencanaan Kas

a. Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian

renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi
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besar (> Rp 1 Miliar).

b. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas

Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Perencanaan Kas, antara lain:
e Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian Renkas

(RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Milyar)

yang memerlukan penyampaian Renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak

tanggal APS pada aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.
10. Pengembalian/ Kesalahan SPM

a. Indikator ini dihitung dari besaran/ jumlah SPM yang terdapat
kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.

b. Pengembalian SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh
kesalahan pengisian data supplier, sehingga SPM harus diperbaiki oleh
Satker.

c. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat
dibayarkan secara tepatwaktu.

Rencana aksi yang dilakukan pada aspek Pengembalian/Kesalahan

SPM, antara lain:

o Melakukan Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja terhadap capaian nilai IKPA
Balai KIPM Surabaya .

11. Pagu Minus

a. Pagu Minus dihitung akhir tahun untuk sesuai jenis belanja sampai
dengan level 6 digit/akun.

b. Pagu minus dapat terjadi akibat kekurangan anggaran maupun karena
pergeseran akun (revisi POK) yang belum dilakukan penyamaan
data/revisi ke Kanwil DJPb.

12. Dispensasi SPM

a. Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat
disampaiakan melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun

anggaran.

b. Dikenakan penalti nilai sesuai dengan rentang SPM yang mendapat

dispensdasi.
DEFINISI :
Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas

kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas
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implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil

pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4

(empat), antara lain :

1.

a.

Sangat Baik, apabila nilai IKPA = 95;

b. Baik, apabila 89 < nilai IKPA > 95;

C.

Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; atau

d. Kurang, apabila nilai IKPA >70
CARA PENGUKURAN: :
Revisi DIPA - Bobot Penilaian 10%

v

Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal
kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana
frekuensi revisi 1x dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
Revisi kewenangna IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah
dikecualikan dalam perhitungan
Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA
semakin baik

*_1RRevn

IKPA Rev = [KPA Rev =

n

Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) - Bobot Penilaian 10%

v

Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian
antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis
belanja setiap bulan

Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai
dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir
pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari

Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian

indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Penyerapan Anggaran - Bobot Penilaian 20%

v

v

Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja
penyerapan anggaran pada setiap triwulan

Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan
rasio antara Tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran

pada setiap triwulan
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v Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik

Target triwulan dihitung dengan :

TA, =TPBPeg + TPBBar + TPBMod

Target per jenis belanja dihitung dengan :

TPBelPeg,, = Pagu BPeg x Target BPegTw ke —n
TPBelBar,, = Pagu BBar x Target BBar Tw ke —n
TPBelMod,, = Pagu BMod x Target BMod Tw ke —n

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan :

NKPA, = gﬁg x 100

Dispensasi SPM — Bobot Penilaian 5%

v Dispansasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang
mendapatkan dispensasi keterambatan pengajuan SFM melebihi batas wakfu
yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah
diterbitkan SP2D-nya pada triwulan [V,

¥ Nilai |IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi
SPM sebagaimana berikut:

Dispensasi SPM
Kategori Milai Nilai yang terbit
[Permil)*
B 0,00 (tidak ada
Kat 1 100 !
atcgon dispensasi SPM)
Kategori 2 95 0,01 —-0,055
Kategori 3 92 0,1-09%
Kategori 4 BS 1-4.59
Kategori 5 B2 »=5,00

¥ Rasio Dispensasi (parmil)

EPM Dispensas
RDSPM = (Frosbeses }xmnn
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Capaian OQutput — Bobot Penilaian 25%

¥ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai
komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen
ketepatan wakiu (30%), dan (2) komponen
Capaian RO (70%)

v Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah
poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan
capaian output paling lambat 5 hari kerja pada
bulan berikutnya

n

NK Rokw = 2= ROKW T}KW
¥ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio
antara capaian atau realisasi RO terhadap target
capaian RO. Targat capaian RO triwulan | sampai
dengan triwulan Il berdasarkan targat PCRO
sama dengan target penyerapan anggaran,
sedangkan target triwulan IV sama dengan target

RO pada DIFA
¥ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang
Terkonfirmasi )
T

I®  Capalam B0

NKE —CRO = {MJ
L]

v Milai Indikator Capaian Output

IKPA — CRO = (NK — ROKW x 30%) + (NKCRO x 70%)

SK3.1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang
"~ | Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
IK 07 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I
(Nilai)
TAHUN 2025
REALISASI TW. I -
. % Capaian thd
Torset | w | Capaian | gt
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ' Tahunan | TW.I
- - - - - 92 0 0 0 0

Tabel 12: Capaian IKU 07 Triwulan I Tahun 2025

Nilai Kinerja Perencanaan Kinerja Anggaran lingkup UPT Balai KIPM
Surabaya I

DEFINISI
* Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan
anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi

dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan

evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan

34




Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi
MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja
Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai
berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan
hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing
indikator.

* Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja
Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;

2. Baik, apabila NKA >80 - 90;

3. Cukup, apabila NKA >60 - 80;

4. Kurang, apabila NKA >50 - 60;

5. Sangat Kurang, apabila NKA < 50

Cara Perhitungan:
NKA Unit Eselon |

NKA Unit Eselon |, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Indikator Kinerja Program, Nilai Efektivitas Satker dan Nilai
Efisiensi Satker dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Unit Eselon | sebagai
berikut:

Variabel Uraian Bobot

1. Capaian Indikator Kinerja Program 30

Efektivitas (75)

2. Nilai Efeklivitas Satker 45

Efisiensi (25) | 1 Njlai Efisiensi Satker 25

a. Efektivitas
1) Capaian Indikator Kinerja Program

n RIKP, 1
CIKP = (z x —) x 100%

i1 TIKP, " n
Keterangan :

CIKSS : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga
RIKSS; : Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis i
TIKSS; : Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis i

n : Jumlah Indikator Kinerja Sasaran Strategis
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2) Nilai Efektivitas Satker
m RVRO; 1
NEJ Satker = (Z X 7) x 100%

=1 TVRO; " n
Keterangan :
NEf Satker . Nilai Efektivitas Satker
RVRO; : Realisasi Volume RO i
TVRO, : Target Volume RO i
n : Jumlah RO seluruh Satker
b. Efisiensi

NE Satker = (40% x Penggunaan SBK) + (60% x Efisiensi SBK)

Formula Perhitungan NKA Unit Eselon | adalah sebagai berikut:

NKA UEI = (C[Kp XWCIKP) + (NEfsatkEr x WNEfsatkEr ) + (NESakker X WNEsatker)

Keterangan:

NKA UEI : Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon |

CIKP : Capaian Indikator Kinerja Program

NEfgaeer : Nilai Efektivitas Satker

NEsatker : Nilai Efisiensi Satker

Weikp : Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

WNEfgaker : Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNEg,ker : Bobot Nilal Etisiensi Satker

SK3.1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK 08 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)

TAHUN 2025
REALISASI TW. I .
Target Capaian % Capaian thd
Target
2025 | TW-T | rwo arge
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan | TW.I
’ ) - - - 71.50 0 0 . .

Tabel 13: Capaian IKU 08 Triwulan I Tahun 2025

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja
ini adalah akan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi capaian nilai kinerja setiap
bulannya, serta melakukan kerja sama dengan para penanggung jawab kegiatan agar

memberikan laporan capaian kinerja anggaran secara tepat waktu.
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Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya I

DEFINISI :

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang
didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah,
kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Nilai temuan atas Laporan Keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Balai KIPM Surabaya I merupakan
pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam Laporan Keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria, yakni (1) Kesesuaian
dengan Standar Akuntansi Pemerintah , (2) Kecukupan pengungkapan (adequate
disclosure), (3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) Efektifitas
sistem pengendalian intern.

Tujuan dari ditetapkannya IKK ini adalah untuk mendukung tercapainya
pengelolaan anggaran dan kegiatan yang efektif, efisien dan akuntabel. Tahun 2024 capaian
yang ditargetkan adalah tidak lebih dari 1 %, capaian ini akan bisa dinilai apabila sudah
dilakukan audit eksternal pada tahun yang sudah berjalan.

CARA PENGUKURAN :

Jumlah Rekomendasi BPK lingkup UPT...... yang ditindaklanjuti X 100%
Jumlah Total Rekomendasi BPK lingkup UPT .....

Mengingat periode pengukuran indikator kinerja ini adalah tahunan, maka nilai
target dan capaian IKK Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Lingkup BKIPM
Lingkup Balai KIPM Surabaya I pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat ditetapkan atau
masih Nihil.
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Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK 09 | Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)

TAHUN 2025
REALISASI TW. 1

% Capaian thd

; Target

Target TW. I Capaian 8

2025 TW. I

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan | TW.I
- - - - - 100 0 0 0 0

Tabel 14: Capaian IKK 09 Triwulan I Tahun 2025

Sementara rencana aksi untuk menunjang kinerja yang cepat dan transparan yang
telah dilakukan melalui penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang tepat waktu
dan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM
Surabaya I

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya
serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan
tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah ukuran statistik yang
menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi,
kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
(Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai IP ASN BKIPM merupakan
gambaran kualitas profesionalitas ASN BKIPM yang diukur setiap tahun oleh
Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN
dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan IP ASN.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun
2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN, IP ASN
adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif
tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar
penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. IKU

ini merupakan indikator baru di tahun 2019 penyempurnaan dari Indeks

kompetensi dan integritas sehingga nilainya tidak dapatdibandingkan dengan

nilai pada tahun sebelumnya.
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Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini, pengolahan data
diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
a. Kualifikasi
b. Kompetensi
c. Kinerja
d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai,
meliputi:
a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Pendidikan yang diperoleh
Jenjang Jabatan s3 | s2 S1/D- D-III D-1I/DI/SLTA/ | Dibawah
IV Sederajat SLTA
Jabatan Pimpinan 25 | 23 20 15 10 5
Tinggi
Jabatan Administrator 25 | 23 20 15 10 5
Jabatan Pegawas 25 | 23 21 20 15 10
Jabatan Pelaksana 25 | 23 22 21 20 15
Jabatan Fupgsmnal 25 | 23 29 21 20 15
(keterampilan)
Jabatan Fungsional
(keahlian) 25 | 23 20 15 10 5

Tabel 15: Tabel Jenjang Jabatan

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah
dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional /Diklat Teknis,
Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/ Workshop/ Konferensi/

Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai Kompetensi sesuai Jabatan

Nilai Nama Kompetensi . . .
ilai **) Kompetensi Kompetensi | Kompetensi

Struktural Jabfung Staf
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DikIat Struktural 15 - -

1 Pernah jkut Diklat 15 - -
PIM pada levelnya

0 Tidak pernah ikut 0 - -
Diklat PIM pada levelnya
DikIat Fungsional > 15 =

1 Pernah ikut Diklat - 15 -
Fungsional

0 Tidak pernah ikut - 0 -
Diklat Fungsional
Diklat 20 JP 15 15 22,5

1 Pernah ikut Diklat 20 JP 15 15 22,5
dalam tahun
terakhir

0 Tidak Pernah ikut DikIat 20 JP 0 0 0
dalam tahun terakhir
Seminar 10 10 17,5

1 Pernah ikut 10 10 17,5
Seminar

0 Tidak pernah ikut Seminar 0 0 0
Total Mengikuti Kompetensi 40 40 40

Tabel 16: Tabel Kompetensi
4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi a. Sasaran

Kerja Pegawai (SKP) dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No Kuadran Kinerja Pemetaan Nilai Komponen Kinerja
1 Sangat Baik 30
2 Baik 25
3 Butuh Perbaikan 20
4 Kurang 15
5 Sangat Kurang 10

Tabel 17: Pemetaan Komponen Kinerja
5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang
pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula

sebagai berikut:

Nilai Nama Hukuman Disiplin Nilai
Disiplin
0 | Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin 5
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R | Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan 3

S Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang 2

B Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat 1 ‘

Tabel 18: Nama dan Nilai Hukuman Disiplin

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa
sumber yang tervalidasi meliputi:

a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan
ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up
date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan
sebagai berikut:

e Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan
seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya

e Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level
terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total

bobot yaitu 40.

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang

SK3.1 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK 10 | Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Indeks)

TAHUN 2025
REALISASI TW. 1
% Capaian thd
Target Capaian Target
2025 ™W.1 TW. I
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan | TW.I
- - = = = 87 0 0 0 0

Tabel 19: Capaian IKK 10 Triwulan I Tahun 2025

Rencana aksi yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan IP ASN Lingkup
Balai KIPM Surabaya I, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan Sekretariat
BKIPM dalam rangka penyelenggaraan pendidikan/pelatihan (Bimtek) 20 JP dan/atau
Webinar bagi ASN di Tahun 2025 serta menghimbau kepada seluruh ASN lingkup Balai
KIPM Surabaya I untuk secara rutin mengupload data sertifikat Pelatihan/Bimtek yang

telah diperoleh.
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Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi
dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi
kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil
atau outcome.

Nilai PM SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88
Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek
penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%),
pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM
SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan
BPPMHKP.

CARA PENGUKURAN :

Nilai PM SAKIP Level Il adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon |

*Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Mitra, maka nilai SAKIP Level Il diperoleh melalui Penilaian
Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang

SK3.1 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK 11 | Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)

TAHUN 2025
REALISASI TW. 1
% Capaian thd
Target Capaian Target
2025 TW.1 TW. 1
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan | TW.I
- - - - 86 0 0 0 0

Tabel 20: Capaian IKK 11 Triwulan I Tahun 2025
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Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan
untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Surabaya I adalah jumlah
rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) kepada BKIPM
berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk
surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II s.d. Triwulan IV Tahun 2024
yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai KIPM
Surabaya I yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan
Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Surabaya I menggunakan rumus,

sebagai berikut:

XN,
XN

x 100%

Keterangan :
Y. N : Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindak lanjuti
oleh Balai KIPM Surabaya I,
2. N : Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada
Balai KIPM Surabaya I.

Pengukuran IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan
Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Surabaya I dilakukan secara
triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 85%.

Pada triwulan I tahun 2025, rekomendasi hasil pengawasan telah tuntas
ditindak lanjuti sehingga capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai KIPM Surabaya I adalah sebesar 100%.
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Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan

K12 kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (%)
TAHUN 2025
REALISASI TW. 1 .
Target Capaian % Capaian thd
2025 | W qwa Target
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan | TW.I

100% | 100% | 100% | 100% | 85% 85% | 100% | 117.65% | 117.65%

Tabel 21: Capaian IKU 12 Triwulan I Tahun 2025

Berikut hasil pelaporan hasil pengawasan melalui aplikasi SIDAK :

v § Dashboard x | © (1) WhatsApp X () SIDAK | KKP x 4 - =] X
« C % sidakkkpgoid/beranda/9/374 Qa v @ :
§ sakn XS BNiDirect Id Pengg. § Hal! Selamat datang. N BNIVA-Kementerian @ Situs Jual Beli Onlin @ Pembayaran | Tokop G Informasi | Direktor » £ All Bookmark

1 SATUAN KERIA. BA PERIKANAN SURABAYA |

Profh Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Laporan Hasll Pengawasan
Nilal Temuan Keuangan
Oetar LI
ot Ml Toman s Pengavasan o CAPNAN TLHP 100% A LT
Rp10,284,672.00 S Karogort —

‘
pm———— n
o
10,284,672.00 " !
Rp! Prseraos: 10000% . =
- 000%

JUNLAH KESADUN 26 UNLAN REKOMISARAN - 13

Juiah

. . - Twn R
Kapaunan 1 Tomuan

B P 0 tebom

BKahrshen S 15 Tesmuan b

e 0 Rekom
Wlernan 36 S

22 100 0 akom

Gambar 3: Pelaporan Hasil Pengawasan Tahun 2025

v § Dashboard x | © (1) WhatsApp X (O SIDAX | KKP x S - o X

€ C % sidakkkp.goid/hasil-pengawasan/9/374 aw @ :
I

Gambar 4: Rekapitulasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK
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Sejak tahun 2021 hingga 2025, indikator kegiatan “Persentase rekomendasi hasil
pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai KIPM Surabaya
[” selalu tercapai 100% yang artinya BPPMHKP Surabaya 1 telah tuntas

menindaklanjuti sehingga capaian selalu 100%.

Persentase rencana umum pengadaan PB] yang diumumkan pada
SIRUP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I

RUP terumumkan Triwulan I Tahun 2025 pada SIRUP merupakan nilai setelah
adanya kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat. Nilai pagu yang diumumkan dalam
SIRUP harus disesuiakan dengan pagu yang tidak mendapatkan bintang atau blokir.
Dikarenakan nilai pagu terumumkan pada SIRUP tidak ada selisih dengan pagu RKAKL

pasca efisiensi, sehingga tercapai nilai Triwulan [ Tahun 2025 sebesar 100%.

SK3.1 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang
" | Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
K13 Persentase rencana umum pengadaan PB] yang diumumkan pada SIRUP lingkup
UPT Balai KIPM Surabaya I (%)
TAHUN 2025
REALISASI TW. I .
Target Capaian % Capaian thd
T t
2025 | Wl rwia el
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan | TW.I
- - - - - 76 76 100 131.58% | 131.58%

Tabel 22: Capaian IKU 13 Triwulan I Tahun 2025

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja

berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai
KIPM Surabaya I

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses
diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari BPK atas laporan keuangannya, Unit yang diarahkan berpredikat WBK

diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon [ dengan persetujuan MKP.
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Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat

IK 14 Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT Balai KIPM Surabaya I (Nilai)

TAHUN 2025

REALISASI TW. 1

T . Capai % Capaian thd
arge TW. I apaian

Target
2025 TW.1
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan | TW.I

= = = = - 75 0 0 0 0

Tabel 23: Capaian IKU 14 Triwulan I Tahun 2025

Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPTBalai KIPM Surabaya I

Pelayanan publik merupakan hal yang tidak terlepas dari peran Aparatur Negara
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seringkali pelayanan publik yang
dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik dirasakan masih kurang maksimal oleh masyarakat.
Berbagai kelemahan yang berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah menjadi permasalahan yang harus ditanggapi serius. Fungsi utama pemerintah
sebagai pelayan masyarakat harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat
dan pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan publik,
sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian pemerintah. Dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
diamanatkan bahwa Pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan
pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk
memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan
wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan
dasar masyarakat.

Guna mengetahui IKM atas penyelenggaraan pelayanan publik di Balai KIPM
Surabaya I, maka diselenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan
publik di Balai KIPM Surabaya [ secara periodik empat kali dalam setahun. Survei ini
dimaksudkan juga sebagai implementasi pelaksanaan Quality Management System (QMS)
SNIISO Integrasi 17020 : 2012,9001: 2015, dan 17025 : 2017 Balai KIPM Surabaya I.

SKM Triwulan IV Tahun 2024 di Balai KIPM Surabaya I dilaksanakan mulai tanggal

h

3 - 17 Desember 2024 sesuai Surat Kepala Balai KIPM Surabaya I Nomor:
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B.4523/BKIPM.SBY.I/KI.120/X11/2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pemberitahuan
Pelaksanaan SKM Triwulan IV Tahun 2024.

Pengguna layanan Balai KIPM Surabaya [ sampai dengan Triwulan IV - 2024, terdiri
dari Pengguna layanan HC Ekspor dan Uji Laboratorium Kesehatan Ikan. Total pengguna
layanan Balai KIPM Surabaya I yang masih aktif sampai dengan Triwulan IV - 2024 adalah
sejumlah 112 unit usaha (UPI). Jumlah tersebut selanjutnya digunakan sebagai kerangka
sampel (populasi) dari SKM Triwulan IV Tahun 2024. Dalam rangka penentuan besarnya
jumlah sampel yang akan diambil pada survei ini menggunakan tabel sampel dari Krejcie

and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

g = AENF(1-7
d*(N=11+ A% P(1-F)

dimana: S =jumlah sampel
A 2 = Nilai Chi Square tabel = 3,841, dimana df = taraf kesalahan bisa 1% dan
a=5% atau 0,05
P = Perkiraan proporsi populasi ( Jika tidak diketahui maka
P = 0.5 atau populasi menyebar normal )
N = Jumlah populasi d = Tingkat toleransi kesalahan = 0,05
Dalam survei ini digunakan taraf kesalahan sebesar 5% (0,05). Dari tabel Krejcie
and Morgan diperoleh ukuran sampel yang representatif dengan tingkat kepercayaan 95%
terhadap populasi adalah sekurang-kurangnya 86 responden.
Selanjutnya untuk pemilihan Responden survei dilakukan dengan menggunakan
metode Sampel Acak (Random Sampling) dimana responden survei diambil dari populasi
yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu

(Sugiyono, 2017).

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang

SK3.1 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK 15 | Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPTBalai KIPM Surabaya I (Nilai)

TAHUN 2025
REALISASI TW. 1
% Capaian thd
Target Capaian Target
2025 TW.1 TW.I
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Tahunan TW.I
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89,21 | 89,69 | 88,16 101,63% | 101,63%

‘ = ‘ = 88 ‘ 88 ‘ 89.43

Tabel 24: Capaian IKK 15 Triwulan I Tahun 2025

O = 158 s 08
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Gambar 5 : Hasil SKM Triwulan I - 2025 dan Hasil SKM Triwulan I - 2024

Terdapat peningkatan hasil Survey Kepuasan Masyarakat antara triwulan I Tahun
2024 dan triwulan I Tahun 2025, Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam
pelayanan yang diberikan atau kepuasan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai rekomendasi tindak lanjut yaitu meningkatkan unsur-unsur pelayanan
yang masih rendah, mempertahankan unsur-unsur yang sudah meningkat, serta
mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbaikan-perbaikan yang telah

dilakukan agar masyarakat semakin percaya dan puas.

48




Realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran Balai KIPM

Triwulan [ Tahun 2025 disajikan pada Tabel 21.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Surabaya I selama

URAIAN All)\'::l?gfpl\; / REALISASI (Rp) %
PENDAPATAN
PNBP 7,175,010,000 7,159,810,000 6,92%
JUMLAH PNBP 9,230,350,000 638,540,000
BELANJA
BELANJA PEGAWAI 14.722.997.000 3.512.612.515 23,86%
BELANJA BARANG 9.078.200.000 1.493.583.551 16,45%
BELANJA MODAL 0 0 0
JUMLAH BELANJA 23,801,197,000 5,006,196,066 21,03%

Tabel 25: Realisasi Pendapatan dan Belanja

Realisasi Kinerja Keuangan Triwulan I Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025 sebesar

Rp. 5,006,196,066,- atau 21,03% dari Pagu Anggaran senilai Rp. 23,801,197,000,-. Realisasi

tersebut masih dibawah target dari Sekretariat BPPMHKP. Tidak tercapainya realisasi

kinerja keuangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025 menyajikan
perkembangan capaian sasaran strategis Balai KIPM Surabaya I selama Triwulan I Tahun
2025 yang tercermin dalam capaian IKU/IKK. Dalam laporan ini dilakukan pembandingan
antara capaian IKU/IKK tersebut terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai
bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaaan
program dan kegiatan Balai KIPM Surabaya I.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian IKU Triwulan I Balai KIPM Surabaya I
Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran

Strategis (NPSS) sebesar 113,39% (kategori Istimewa).

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan I Balai KIPM Surabaya I Tahun 2025,
terdapat hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti yaitu direkomendasikan kepada
seluruh pegawai untuk mengikuti rapat yang diselenggarakan setiap bulan serta apel pagi

setiap hari Senin dan Rabu agar target kinerja tercapai. Berikut dokumentasi rapat dan apel

pagi:
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Together,
Bring
Safety
Through
Quality

Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini dapat menjadi menjadi sarana
pertanggungjawaban kinerja Kepala Balai KIPM Surabaya | kepada Kepala BPPMHKP, serta

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan,

monitoring dan evaluasi ke depan.

52




LAMPIRAN




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282

LAMAN www.kkp.go.id

’Kanan

%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SURABAYA |

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didik Srinoto
Jabatan : Plt. Kepala Balai Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Surabaya |

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ishartini
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 13 Februari 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Badan Pengendalian dan Plt. Kepala Balai Karantina lkan,
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Perikanan Surabaya |

. Ditandatangani
Z Secara Elektronik

N A% . Ditandatangani
: hid Z Secara Elektronik
:‘% Q“‘?

4/*&”1»“49"‘&

Ishartini Didik Srinoto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN SURABAYA |

SK.1 Terselenggaranya Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan
Pengendalian dan _ ;| Sektor Produksi Primer yang Memenuhi
Pengawasan Mutu Hasil " | Standar Mutu dan Keamanan Pangan
Kelautan Perikanan Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya | (%)

70

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan
Sektor Produksi Pasca Panen yang

2. | Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan 70
Pangan Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya |
(%)

Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
3. | sektor produksi pasca panen lingkup UPT
Balai KIPM Surabaya | (Lokasi)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan
memenuhi syarat mutu dan diterima oleh
negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai
KIPM Surabaya | (%)

SK.2 | Terselenggaranya Nilai kualitas penerapan sistem manajemen
Pengendalian sistem 5. | mutu laboratorium lingkup UPT Balai KIPM 75

jaminan mutu dan Surabaya I (Nilai)
keamanan hasil kelautan

dan perikanan yang Nilai kualitas penerapan sistem manajemen
konsisten sesuai standar 6. | mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai
KIPM Surabaya | (Nilai)

SK.3 Tata Kelola Pemerintahan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
yang efektif, lincah dan 7. | (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Surabaya |
akuntabel dalam bidang (Nilai)

Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil 8.
Kelautan dan Perikanan

99

75

92

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup

UPT Balai KIPM Surabaya | (Nilai) 7.5

Presentase Penyelesaian Temuan BPK

lingkup UPT Balai KIPM Surabaya | (%) 100

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT

10- | Balai KIPM Surabaya | (Indeks)

87

Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai
KIPM Surabaya | (Nilai)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
12. | yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja 85
lingkup UPT Balai KIPM Surabaya |

Persentase rencana umum pengadaan PBJ
13. | yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT
Balai KIPM Surabaya | (%)

Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk
pembangunan unit kerja berpredikat Menuju 75
Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT
Balai KIPM Surabaya | (Nilai)

11. 86

76

14.

Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT

15 Balai KIPM Surabaya | (Nilai)
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Data Anggaran

Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian
1 dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 22.954.197.000

2. | Manajemen Mutu 197.000.000

3 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
" | Perikanan

Total Anggaran Balai Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Surabaya | Tahun 2025

650.000.000

23.801.197.000

Jakarta, 13 Februari 2025

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Badan Pengendalian dan Plt. Kepala Balai Karantina lkan,
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan
Perikanan Hasil Perikanan Surabaya |

. Ditandatangani

z . Ditandatangani
: Secara Elektronik

Z Secara Elektronik

&

Ishartini Didik Srinoto



